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PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR    18     TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALIKOTA  BIMA,

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa dalam rangka intensifikasi Pendapatan Daerah, khususnya pendapatan Daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah, perlu dilakukan upaya penggalian sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan potensi yang ada melalui bentuk retribusi;

	
	
	b.
	bahwa salah satu retribusi yang dapat menunjang pendapatan Daerah adalah Tanda Daftar Industri (TDI);

	
	
	c.
	bahwa untuk maksud tersebut pada huruf  a dan b di atas, dipandang perlu  ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

	
	
	
	

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ( Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 2944);



	
	
	2.
	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);



	
	
	3.
	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian  (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);



	
	
	4


	Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

	
	
	5.
	Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);



	
	
	6.
	Undang-undang Nomor  22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor  3839);

	
	
	
	

	
	
	7.
	Undang-undang Nomor  25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor  72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



	
	
	8.
	Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor  75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);



	
	
	9
	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara  Tahun 2002 Nomor 4188).



	
	
	10.

11.
	Undang-undang  Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak   Cipta               ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4220);.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);



	
	
	11.
	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan  dan Pembinaan Industri ( Lembaran Negara Tahun 1986, Nomor 3330);



	
	
	12.
	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991  Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);



	
	
	13.
	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha  Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352);



	
	
	14.
	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan  Propinsi sebagai Daerah Otonom         ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 



	
	
	15.
	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );



	
	
	16.
	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

	
	
	17.

18.

19.
	Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima        ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5 ).

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Bima ( lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 )

 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2003 tentang       Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11 ) 

	
	
	
	Dengan Persetujuan


	DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  KOTA  BIMA

	

	M E M U T U S K A N



	Menetapkan
	:
	PERATURAN DAERAH KOTA BIMA TENTANG RETRIBUSI 

TANDA DAFTAR INDUSTRI

	BAB  I



	KETENTUAN  UMUM

	Pasal  1

	Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

	a.
	Daerah adalah Daerah  Kota Bima;

	b.
	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 

	c.
	Kepala Daerah  adalah Walikota Bima;

	d.

e.
	Wakil Kepala Daerah  adalah Wakil Walikota Bima;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima;

	f.
	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Koperindag) adalah Dinas yang menangani pembinaan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima;

	g.
	Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Koperindag, Tanda Daftar Industri (TDI) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dikeluarkan/ditetapkan oleh Walikota; 

	h.
	Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri;

	i.
	Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;  

	j.
	Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut;

	k.
	Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah untuk dapat dimanfaatkan sebagai produk dasar dalam kegiatan industri;  

	l.
	Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang diproses lebih lanjut menjadi barang jadi (komoditi industri);

	m.
	Barang jadi (komoditi industri) adalah barang hasil\ industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir atau siap pakai sebagai alat produksi;

	n.
	Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya;

	o.
	Perekayasaan industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya;

	p.
	Tanda Daftar Industri adalah Daftar Usaha Industri yang berlaku sebagai Izin Usaha Industri;

	q. 
	Jenis Industri adalah kegiatan usaha cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;

	r.
	Perluasan Perusahaan Industri selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produk melebihi dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;

	s. 
	Cabang Perusahaan Industri adalah unit perusahaan atau bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan di wilayah Kota Bima dan bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan dari perusahaan induknya;

	t.
	Perwakilan Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusatnya untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya sesuai wewenang yang diberikan; 

	u.
	Perwakilan Perusahaan Industri yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi wewenang bertindak untuk mewakili kantor pusatnya dan bukan bagian dari kantor pusat;

	v.

w.

x.

w.

z.


	Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bima;

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD, adalah surat yang oleh   wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya Disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan jumlah pembayaran Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

 


	BAB  II

	PENERBITAN TDI  DAN  MASA  BERLAKUNYA

	Pasal  2

	(1).
	Setiap orang pribadi dan atau badan yang mendirikan perusahaan industri maupun perluasan usaha industri harus memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

	
	

	(2).
	Perluasan perusahaan industri sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penambahan kapasitas 30 % dari jumlah produksi dan atau jenis produk atau komoditi yang telah diizinkan. 

	Pasal  3

	(1).
	Tanda Daftar Industri sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

	
	a. Izin tetap.

b. Izin perluasan.

c. Izin Ulang (Her Registrasi)

	(2).
	Izin Tetap adalah Tanda Daftar Industri yang diberikan secara definitif kepada perusahaan industri yang berproduksi secara komersial.

	(3).
	Izin Perluasan adalah izin usaha industri yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan perluasan usaha industri sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

	(4)
	Izin Ulang (Her Registrasi) adalah Tanda Daftar Industri yang diberikan kepada perusahaan yang masa izinnya telah berakhir dan selanjutnya diperpanjang masa izinnya.

	Pasal  4

	(1).
	Untuk mendapatkan tanda daftar industri, Orang Pribadi atau Badan mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota.

	(2)
	Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.


	Pasal  5

	(1).
	Izin diberikan atas nama pemohon;

	(2)
	Izin tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari Walikota;

	(3)
	Tata cara dan persyaratan untuk memindahtangankan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

	
	

	Pasal  6

	(1).
	Izin berlaku selama Orang Pribadi atau Badan melakukan usaha dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus melakukan pendaftaran ulang (Her Registrasi).

	(2)
	Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

	(3)
	Pada waktu pemegang izin mengajukan pendaftaran ulang bukan her registrasi diharuskan mengajukan permohonan izin baru apabila :

a. Memperbaiki perusahaan yang telah musnah sebagian atau seluruhnya akibat dari suatu kecelakaan karena kealpaan atau diluar kemampuan.

b. Pemegang izin ingin mengubah nama yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri 

c. Lokasi Usaha telah dipindahkan dari tempat semula sebagaimana yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri.

	
	


	Pasal  7

	Usaha Industri yang termasuk dalam kelompok usaha industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak wajib memperoleh Tanda Daftar Industri kecuali bila di kehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.


	BAB  III

	KEWAJIBAN  DAN  PELAPORAN

	Pasal  8

	Setiap perusahaan yang telah memperoleh Tanda Daftar Industri  dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal diterbitkan Tanda Daftar Industri harus mendaftarkan perusahaan. 

	Pasal  9

	(1).
	Perusahaan yang telah memperoleh Tanda Daftar Industri harus menyampaikan laporan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tentang kegiatan usaha dan hasil produksinya setiap satu tahun sekali dan disampaikan selambat-lambatnya 31 Desember tahun yang bersangkutan.

	(2)
	Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan kegiatan tentang industri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

	
	


	BAB  IV

	OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

	Pasal  10

	(1)
	Obyek Retribusi adalah segala kegiatan usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh Tanda Daftar Industri  di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin Elektronik/Bengkel, Percetakan dan Sablon, Foto Copy, Aneka Kerajinan, Agro Industri dan hasil hutan.

	(2)
	Jenis-jenis usaha yang menjadi obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah segala kegiatan industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi hingga barang jadi.  

	
	

	Pasal  11

	(1)
	Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan, mengubah dan atau memperluas usahanya dibidang industri. 

	(2)
	Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus membayar retribusi.

	(3)
	Besar Retribusi yang dibayar sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan ayat (4) pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

	
	


	BAB  V

	TARIF  RETRIBUSI

	Pasal  12

	(1)
	Tarif Retribusi adalah biaya yang dikenakan pada Orang Pribadi atau Badan usaha industri yang memperoleh Tanda Daftar Industri dengan jumlah dan nilai investasi dan jumlah sebagai berikut :

	
	a. Usaha Industri dengan nilai investasi Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 150.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

b. Usaha Industri dengan nilai investasi di atas Rp. 151.000.000,- s/d                       Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha adalah sebesar          Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 

c. Usaha Industri dengan nilai investasi di atas Rp. 501.000.000,- s/d                       Rp. 1.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha adalah sebesar  Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

d. Usaha Industri dengan nilai investasi di atas Rp. 1.001.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

	
	

	Pasal  13

	Untuk Tanda Daftar Industri (TDI tetap dan TDI perluasan) yang melakukan daftar ulang (Her Registrasi) dikenakan biaya 20 % dari ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah ini. 

	


	BAB  VI

	TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI, 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASANNYA

	Pasal  14

	(1)
	Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan (seperti kwitansi pembayaran dan karcis pasar) pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Walikota;

	(2)
	Pembayaran retribusi harus lilakukan secara tunai/lunas;

	(3)
	Tatacara pembayaran dan penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

	(4)
	Kepada Instansi pemungut diberikan insentif sebesar 5 % dari jumlah pungutan retribusi yang disetor.

	
	

	Pasal  15

	(1)
	Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;

	(2)
	Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. 

	BAB  VII

	
	SANKSI  ADMINISTRASI

	Pasal 16

	

	Dalam hal membayar retribusi kurang atau tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang.

BAB  VIII


	KETENTUAN PIDANA


Pasal 17

	 

	(1)    Setiap orang pribadi atau badan usaha industri yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya 4 (empat) kali dari jumlah retribusi terhutang; 

	(2)   Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;

 

	(3) 
	Aparat / Petugas yang merugikan keuangan Daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

	
	  

	
	BAB                                                             BAB  IX


                                                            P E N Y I D I K A N 

	Pasal 18

	 

	(1)    Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang               khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi;



	(2) 
	Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

 

	(2)
	Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi; 

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

	
	e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud huruf “e”;

g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

i. Menghentikan penyidikan;

j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

	(3)
	Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 


	BAB  X

	TANGGUNG  JAWAB  PELAKSANAAN 

DAN  PENGAWASAN

	Pasal  19

	(1)
	Tanggung jawab teknis operasional pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini, berada pada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan selaku koordinator dan penanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah; 

	(2)
	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab secara administrasi atas pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini. 


	BAB  XI

	KETENTUAN  PERALIHAN

	Pasal  20

	Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

	Pasal  21

	Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,  pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.


	BAB  XII

	KETENTUAN  PENUTUP

	pasal  22

	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

	

	Agar setiap orang   mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

	

	
	Ditetapkan di        
	
	Raba - Bima        

	
	Pada Tanggal
	
	   7 Juli     2004

	

	WALIKOTA ,

	

	ttd

M. NUR  A. LATIF



	Diundangkan di Raba – Bima

	Pada tanggal  7 Juli 
	
	2004
	

	SEKRETARIS DAERAH,

	

	
	
	
	

	H. USMAN  AK

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2004

NOMOR  54 SERI
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